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ABSTRAK

Dewasa ini banyak Narapidana yang melarikan diri dari Rumah Tahanan.
Kasus tahanan yang melarikan diri tersebut merupakan human error yang terjadi
dikarenakan beberapa faktor, baik itu akal dan pelaku yang melarikan diri tersebut
maupun kelalaian dari petugas yang menjaga Rumah Tahanan tersebut. Petugas
Rumah Tahanan yang meloloskan tahanan baik yang lalai maupun yang disengaja
telah diatur sanksi pidananya dengan rinci.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan
hukum terhadap pcgawai Rumah Tahanan Negara yang meloloskan tahanannya di
Rutan Kelas I Palembang dan Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan
hukum terhadap pegawai Rumah Tahanan Negara yang meloloskan tahanannya di
Rutan Kelas 1 Palembang. o 9 = '
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pcnclallfln hukum empiris, yakni
suatu metode penelitian hukum yang menggunakan lak?a—fakta empiris yang
Jdiambil daii perilaku manusia, hail;< perilalktll \./erbal yanf; gll(:::\pgituizn wawancara
¢ arile ane dilakukan melalui pengamata sung.
maupun perilaku nyata yang fecin: pegpaawai S T

¢ Penegakan hukum ter
R g hukuman kurungan 2 (dua) bulan atau denda

(ahanannya dikenakan sanksi berupa . (dua) lend
er: ":1 50(}; - (Pasal 426 KUHP) dan diberikan hukuman dlSlph_n ‘denga.m kriteria
ringan sedang dan berat tergantung hasil pemeriksaan dan pemlafa_n (!1 lapangan
(I’uqul.7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tem:kng [ils]l(phn iﬁﬁ:{\;\;ﬂ};
et Sipil). Sedangkan f .nohambat dalam penegakan hukum
Negeri Sipil). Sedangkan faktor peng . R
i i - ne terkait dengan aparal peneg
.oawai Rutan antara lain faktor penegak _h.ukum
Eﬁi‘;‘:\d l faktor sarana/prasarand atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor

kebudayaan.
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Rekomendasi Kepada pemerintah perlunya untuk meningkatkan kesejahte

[ ingg tugas
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

I. Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Rumah Tahanan Negara yang
Meloloskan Tahanannya di Rutan Kelas | Palembang

‘ Terhadap kelalaian petugas tersebut dapat diminta

pertanggungjawaban pidana berupa sanksi Pasal 426 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

I) Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan
menurut perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah
hakim dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan dirinya
atau dengan sengaja melepaskan orang itu, atau dengan sengaja
menolong orang itu dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum
penjara selama-lamanya empat tahun.

2) Jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena
kelalaian Pegawai Negeri itu, maka Pegawai Negeri itu dihv'tum
kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4.500.-

Selain itu petugas jaga Rutan dapat dikenakan sanksi yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 yang berbunyi:

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang; dan
¢. Hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis: dan
¢. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama | (satu) tahun:

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan e
¢. Penundaan pangkat setingkat lebihrendah selama 1 (satu) i i
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(4) Jems huLum;m disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurut ¢ terdin dari:

T »on . ' § ¥ 1 | |

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun;
Yomindal als 1 i [

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah:

¢. Pembebasan dari jabatan:

. b S v R T | I iri

d. Pemberhentian denpan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; dan

¢. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pegawai
Rumah Tahanan Negara di yang Meloloskan Tahanannya di Rutan
Kelas | Palembang
| Adapun faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pegawai
Rumah Tahanan Kelas 1 Palembang berdasarkan pengamatan penulis di
lapangan adalah sebagai berikud :
a. Faktor penegak hukum terkait dengan aparat penegak hukum.
Petugas atau pegawai Rutan Kelas | Palembang kurang memahami
proses hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Kepada
Narapidana atau Tahanan yang Melakukan Pelanggaran.
b. Faktor sarana atau fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai. keuangan yang

cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil

penegak hukum akan mencapai (ujuannya. Seperti kurangnya personcl

dan peran pendukung untuk mendukung personel seperti tidak adanya

s dalam ruangan dan alat pendeteksi agar Jebih maksimal.
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